GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta
motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas
Pegawai Negeri Sipil dan Gubernur/Wakil Gubernur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 844.2/053.K/2002
tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dan Pejabat Wilayah perlu disesuaikan dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Gubernur
Gubermur/Wakil Gubernur dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1103) dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis Pakaian Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50
Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No 18 Tahun
1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah
Propinsi Sumatera Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera
Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera
Utara Tahun 2001 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.
nbg_ Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
’ L’l’“” Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
a Daerah dan Lembaga Teknis daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kb toyprinn + . Sumatera Utara.

9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam vyang dipakai untuk
menunjukkan identitas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri
Sipil dalam melaksanakan tugas.

- 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai
70 | Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
¥ W, Utara.

@;q huleses




11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;

12.Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang
dikenakan atau digunakan Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai
Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat
pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari :
Pakaian Dinas Harian disingkat PDH

Pakaian Dinas Harian Khusus disingkat PDHK;

Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL,;

Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; dan

Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.
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Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai
fungsi  untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan
pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai
untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2) PDH terdiri dari :
a. PDH Pria:
1. Kemeja lengan pendek/panjang berlidah bahu, warna khaki;

2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna

hitam;
4. Kancing lima buah.

PDH Wanita:

Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;

Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
Sepatu pantovel warna hitam.

Kancing lima buah

ad

PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4 ) Pakaian . . .



(4) Pakaian Dinas Harian Khusus terdiri dari :
a. PDHK Pria.

1.Kemeja Lengan Panjang/pendek berlidah bahu dengan kancing,
diluar warna khaki;

2. Celana panjang diluar warna khaki, warna sama dengan kemeja;
dan

3. Dua saku, kanan dan kiri atas.

4. Kancing lima buah.

b. PDHK wanita.
1. Baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu dengan kancing,
diluar warna khaki.
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang diluar warna khaki, warna
sama dengan kemeja; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam;
4. Kancing lima buah.

c. PDHK wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(5) Bagi Pegawai Golongan [V/a keatas atau yang disamakan, selain
memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

(6) Bagi Pegawai Golongan lli/d kebawah memakai PDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a dengan kemeja lengan
pendek.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai
untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang
bersifat umum.

(2) PSH Pria:
a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
b. Leher berdiri dan terbuka;
c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan

d. Kancing lima buah.

(3) PSH Wanita :
a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
b. Leher berdiri dan terbuka;
c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan

d. Kancing lima buah.

: ﬂ};'(‘t PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

| Saiiaprovsu | l Bagian keempat
oo Brhaws 2 Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, warna
- khaki dipakai menghadiri acara pelantikan jabatan, PSR diluar warna
khaki dipakai pada acara tertentu, ( menghadiri upacara yang bukan
upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai

dimaiam hari )

ol . PSR . ..
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PSR Pria :

a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;

b. Leher berdiri dan terbuka;

c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. Kancing lima buah.

PSR Wanita :

a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
b. Leher berdiri dan terbuka;

c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. Kancing lima buah.

PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai
pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar
negeri.

PSL pria :

a. Jaswarna gelap;

b. Celana panjang warna sama; dan
c. Kemeja warna putih dengan dasi.

PSL wanita :

a. Jaswarna gelap;

b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
c. Kemeja dengan dasi

PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai
dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat
teknis.

{ PDL Pria dan Wanita :

a. Bajulengan panjang berlidah bahu warna khaki;
b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
c. Sepatu kulit warna hitam.

PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan
kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian . . .



Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 9

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai dalam
melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 10

PDU Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf f, terdiri dari :
a. PDU Gubernur/Wakil Gubernur Pria:
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih
dengan kancing berlambang Garuda warna kuning emas;
2. Celana panjang warna putih; dan
3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih

b. PDU Gubernur/Wakil Gubernur Wanita :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih
dengan kancing berlambang Garuda warna kuning emas;
2 Rok warna putih 15 cm. dibawah lutut; dan
3. Sepatu fantovel warna putih.

c. PDU Gubernur/Wakil Gubernur Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 11

(1) Model Pakaian Dinas di Lingkungan, Pemerintah Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam BAB lI, tercantum dalam lampiran | Peraturan ini.

BAB lil
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

a. Tutup Kepala;
b. Tanda Pangkat;
c. Tanda Jabatan;
d. Lencana KORPRI;
e. Tanda Jasza;
f. Papan Nama;
g. Nama Pemerintah Provinsi;
h. Lambang daerah Provinsi
- j. Tanda Pengenal.
i 24(.03 Bagian Kedua
| Tutup Kepala
Behaes [ ypd
i progpon ~ Pasal 13

a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
| b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
"c. Topi Lapangan.

/ _ 1 Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari :

Bagian . . .
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Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 14

Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
menunjukkan tingkat dalam status selaku , Gubernur dan Wakil
Gubernur.

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan
logam, warna kuning emas; dan

b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan
logam.

Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 15

Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c
menunjukkan jabatan selaku Gubernur dan Wakil Gubernur.

Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 16

Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d
dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan
PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL
terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 17

Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e
erupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya

Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pita Tanda Jasa;
b. Bintang Tanda Jasa.

Tanda Jasa hanya dipakai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai
dengan jenis pakaian dinasnya.

Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas
saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang

Tanda Jasa.

B ﬁ _ﬂ,“ epada bangsa dan negara.

r

Bagian . . .
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Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 18

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f
menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di
atas saku.

Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna
putih untuk PDH dan PDU; dan

b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam
untuk PDL.

c. Papan nama ditempat didada di sebelah kanan 2 cm diatas
kantong.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Provinsi
Pasal 19

Nama Pemerintah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf g menunjukkan tempat kerja.

Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di
bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Provinsi.

Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir,
tertulis PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Provinsi Sumatera Utara
Pasal 20

Lambang Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a menggambarkan landasan filosofis daerah dan
semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Lambang Daerah Provinsi bagi Pegawai Negeri Sipii Pemerintah
Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.

Bahan dasar Lambang Daerah Provinsi berupa kain yang digambar dan
ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai
ketentuan yang telah ditetapkan.

o Bagian Kesepuluh
Y Tanda Pengenal
[ Y00

Pasal 21

?wl Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf |

untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.

Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1)
dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal . . .



Pasal 22

(1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas atau bahan lain
dibungkus laminating plastik.

(2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas fotc dengan
ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 23

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari :
a. Bagian depan :

1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian,

2. Lambang Daerah;

3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Sumatera Utara;

4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.

b. Bagian Belakang:

Nama Pegawai;

Nomor Induk Pegawai (NIP);

Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
Golongan Darah;

Alamat Kantor;

Tanggal dikeluarkan;

Pejabat yang mengeluarkan;

Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan

Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

©CoNOOAWN =

Pasal 24

(1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

(2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
warna coklat untuk pejabat eselon I;

warna merah untuk pejabat eselon II;

warna biru untuk pejabat eselon lil;

warna hijau untuk pejabat eselon [V,

warna orange untuk pegawai non eselon; dan
warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

"0 OoO0 oD

Pasal 25

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 tercantum dalam lampiran Il peraturan ini.

BAB IV
s PEMAKAIAN ATRIBUT
i 1%10‘3 .
....................... Bagian Pertama

Pasal 26

1) Atribut PDH Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari nama
------------ Pemerintah Daerah, lambang daerah, Lencana Korpri, dan papan
nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita
tanda jasa;

e (2) Atribut. . .
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(2) Atribut PDU Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari lencana
korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat
upacara dan bintang tanda jasa;

(3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda
pengenal;

(4) Atribut PSR warna khaki papan nama dan lencana korpri, diluar
warna khaki hanya memakai papan nama;

(5) PSL tidak memakai atribut.

Bagian Kedua
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil

Pasal 27

(1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas nama dan
lambang daerah Provinsi, lencana Korpri, papan nama dan tanda
pengenal.

(2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda
pengenal.

(3) Atribut PSR warna kaki terdiri atas papan nama dan lencana
Korpri,diluar warna kaki hanya papan nama.

(4) PSL tidak memakai atribut.

(5) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas nama dan
lambang daerah Provinsi Lencana Korpri, papan nama dan tanda
pengenal.

Pasal 28

(1) Pemerintah Provinsi dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada pakaian dinas.

(2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat
Daerah diatur oleh Gubernur dengan memperhatikan estetika.

Pasal 29
Waktu dan tatacara Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran i
Peraturan ini.

BAB V
| ﬂ ‘ 1%0% PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
: Lol Pasal 30

B{ﬁhu\m _

b g ,Y"Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas
_dilakukan oleh Gubernur.

BAB ...




BAB Vi
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

(1) Pemakaian Atribut dan Model Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas
Harian Khusus, Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian
Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Upacara,
Pakaian LINMAS, Pakaian KORPRI dan Pakaian Ciri Khas Daerah
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran {il Peraturan ini.

(2) Waktu dan tata cara penggunaan Pakaian Dinas Harian, Pakaian
Dinas Harian Khusus, Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi,
Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas
Upacara, Pakaian LINMAS, Pakaian KORPRI dan Pakaian Ciri Khas
Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran il Peraturan
ini.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur maka Keputusan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 844.2/053.K/2002 yang mengatur tentang Pakaian
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Gubemnur Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal Q}l Aovbe 2008

e b v /}%,,03 GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Diundangkan di Medan énh N LM
WW ﬂ ﬁu\ semmn
pada tanggal Yﬁl\' - ).

SYAMSPL ARIFIN

RE. NAINGGOLAN (% ;-
BERITA DAERAH PROVIN@#S /WERA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 29
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LAMPIRAN 1 : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 39 TAlwW 2008

TANGGAL 52} Dovembore 2000

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA UTARA.

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA

m

Keterangan :
k. Tanda pengenal.

f. Saku Depan.
I. Sambungan bahu.

Lidah bahu.

a.
b. Kancing baju. . 9. Krah baju.
¢. Papan nama. _h. Lencana Korpri. m. Lengan panjang.
d. Saku baju. " i. Nama Pemda. n. Saku belakang.
e. lkat pinggang. j. Lambang daerah Prov. F erovesens
Binhatose
Hubux
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2. PDH WANITA.

U c /T

f
f
| ‘ | ’\ [
| ¢ i | / /
f 3
I / {
Lv.".—li l\
B |

Keterangan -

a. Papan nama
b. Kancing baju
e Krah rebah

d. Lencana Korpri.
€. Nama Pemda

TR L. Lambang Daerah.Prov.

9. Tanda pengenal.
h. Saku depan.
i. Celana panjang.
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3. PDH WANITA BERJILBAB.

Keterangan :

cooTp

Papan nama
Kancing baju
Kerudung
Krah rebah

—

/’
e. Lencana Korpri i. Saku baju depan

f. Nama pemda j. CelanaPanjang..
g. Lambang daerah Prov. b faen iy 1
h. Tanda Pengenal
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4. PDH WANITA HAMIL.

Depan Belakang
d

. 7 e

b -

. Belakang
Keterangan :
a. Papan nama d. Krah rebah g. Lambang daerah Prov.
b. Kancing baju e. Lencana Korpri h. Tanda pengenal
c. Flui depan f. Nama pemda i. Flui belakang.

j. Celanapanjang. -

I

/;4 o7
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B. PAKAIAN DINAS HARIAN KHUSUS

1. PDHK PRIA LENGAN PANJANG

Keterangan :
a. Lidah bahu d. Saku baju h. Sambunganbahu
b. Kancing baju e. Krah baju berdiri g. Lengan panjang -

c. Papan nama f. Lencana korpri
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2. PDHK PRIA LENGAN PENDEK

¥
a.
; !
by ok
!
Keterangan :
a. Lidah bahu d. Saku baju g. Sambungan bahu
b. Kancing bahu e. Kerah baju berdiri h. Lengan Pendek
c. Papan nama f. Lencana Korpri \ o N Z%AY
Bohabos A"‘“’



18

3. PDHK WANITA LENGAN PANJANG

Keterangan :

Lidah bahu
Kancing baju
Papan nama
Krah baju berdiri

cpow

;

e. Saku baju

f. Lencana korpri

g. Rok . '

h. Celana panjang & 24/,1,07
~&«;mmr | lm
e .
Huduuaer

orh-ln
i o

/ i I N
Lol e
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4. PDHK WANITA LENGAN PENDEK

! ]

Keferangan :

a. Lidah bahu 8. Saku baju )
b. Kancing bajy - { lencamakorpi
¢ Papan nama g. Rok RAF KOORDANAS
d. Krah baju berdir h. Celana panjang B

 Binhatsss




5. PDHK WANITA BERJILBAB

Keterangan :

®aooTw

Lidah bahu
Kancing baju
Papan nama
Krah baju berdiri
Lencana korpri

f. Saku baju
g. Rok

h. Celana panjang _fz,,,,b_;\.«,g‘_:_ . | ', :

i. Kerudung

Hularry
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C. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

1. PSH PRIA

Keterangan
a. Krah Berdiri. d. Tanda pengenal.
b. Lencana Korpri. e. Saku bawah dengan tutup.

c. Saku baju depan. f. Kancing.




2. PSH WANITA

Keterangan :

a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju depan.

22

d. Tanda pengenal

e. Saku bawah dengan tutup.

f. Kancing.

g Papannamg.
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3. PSH WANITA BERJILBAB.

Keterangan :
a. Krah Berdiri. d. Tanda pengenal
b. Lencana Korpri. e. Saku bawah dengan tutup.

¢. Saku baju depan. f. Kancing.
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4. PSH WANITA HAMIL.

f
Keterangan :
a. Krah Berdiri. ¢. Saku baju depan ¢ Kancing
b. Lencana Korpri. d. Tanda pengenal Kancing.  f. Papan nama.

- Bphubter

Cebbsprafnosy
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D. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA

Keterangan :
a. Krah Berdiri. d. Tanda pengenal.
b. Lencana Korpri. e. Saku bawah dengan tutup.

c. Saku baju depan. f. Kancing.
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2. PSR WANITA

Keterangan

a. Krah rebah, €. Saku bawah dengan tutup.

b. Lencana Korpri. f. Kancing.

C. Saku baju atas, g Papan Nama,

d. Tanda pengenal. l — »m 24/ 0¥
s | bgut
l%h_\z'*Pm_.L

Hulwee }Z |




27

3. PSR WANITA BERJILBAB.

Keterangan
a. Krah rebah. e. Saku bawah dengan tutup.
b. Lencana Korpri. f. Kancing.
¢. Saku baju atas. g. Papan Nama.
d. Tanda pengenal. .
‘@lr:\\q\%!eS o



Keterangan

a. Krah rebah.
b. Lencana Korpri.

28

¢. Saku baju atas.
d. Tanda pengenal .

e. kancing
f. Papan nama




29

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA

Keterangan

d. Saku atas jas

a. Kemeja warna putih.

b. Dasi.

e. Saku bawah jas dengan tutup.

c. Lengan panjang.

g

g™
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2. PSL WANITA

Keterangan
a. Kemeja warna putih. d. Saku atas jas.
b. Dasi. €. Saku bawah | S dengan tutup.
C. Lengan panjang. f.” Kanging™ /)

"fwh‘#tws

b |

Hul!.uw_

TL
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3. PSL WANITA BERJILBAB.

d
€
Keterangan
a. Kemeja warna putih. d. Saku atas jas.
b. Dasi. e. Saku bawah jas dengan tutup.
¢. Lengan panjang. f. f,K,""fhf,‘:?’_’,”g-“ '

LR
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4. PSL WANITA HAMIL.

Keterangan

a. Kemeja warna putih. c. Lengan panjang

b. Dasi. - d. Kancing. -
o [

Koo, 4
i { L

Okl
L [
Y ¥

wg %' n/ru!



F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.

1. PDL PRIA

Keterangan :

Lidah bahu
Kancing baju
Papan nama
Saku baju
Ikat pinggang

®oo o

f. Saku depan

g. Krah baju

h. Lencana Korpri

i. Nama pemda

j. Lambang daerah prov.

-

k. Tanda Pengenal
l. Sambungan baju
m. Saku-belakang. - -

Dinhuluer

by ¥

| Hutu e

L




2. PDL WANITA.

34

Keterangan :

a. Lidah bahu
b. Kancing baju
c. Papan nama

d. Saku baju
e. Krah rebah
f. Lencana Korpri

g. Nama Pemda
h. Lambang Daerah Prov
i. Tanda Pengggxal.
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3. PDL WANITA BERJILBAB

L L

Keterangan :

a. Lidah bahu d. Saku baju g. Nama Pemda

b. KancingbaJU  e. Krah rebah h. Lambang Daerah Prov
c. Papan nama f. Lencana Korpri ) i. Tanda Pengenal

J. Kerudung
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G. PAKAIAN DINAS UPACARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.

e, -

STOO0OTO

d ( Y
b < T T
o
i
7N ’ m
d At .
€ = : o}
f < \ - Py ‘
)
h < 5
o
j < = =
[ 4
| |
U
k
Keterangan :

Garuda warna emas g. Tanda jabatan m. Kemeja putih .
Topi warna hitam h. Jas warna putih n. Lencan_a korpri
Tanda pangkat upacara i. Kancing garuda emas 0. Tanda jasa
Dasi . j. Saku bawah tertutup  p. Belahan J'ahltan
Papan nama ‘ k. Celana panjang putih Q. Belahan jas belakang.
Saku atas tertutupé |. Sepatu putih- i l%-p of

Bobutos f.'_ff,[?wd

Ry ) &

Fhafurpe .

Orérla
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I;AKAIAN DINAS UPACARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.

Keterangan :

Garuda warna emas
Topi warna hitam
Tanda pangkat upacara
Dasi "f
Papan nama

Tanda Jabatan

mpoooo

g. Kancing garuda emas

h. Saku depan tertutup .

I. Flui satu rempel
j. Rok

k. Sepatu putih

|. Kemeja putih

m. Lencana korpri
n. Tanda jasa

0. Saku atas tertutup
L

Jas warna pptih
, l- Z%W
Buhutesy | LJUJ
Birogeps | -

Hubun
(o] APY

MQ—\.\ m/ Mg
o \'\TLH

PR LAY
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PAKAIAN DINAS UPACARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA

BERJILBAB.

Keterangan :
a. Garuda warna emas g. Saku depan tertutup m. Tanda jasa
b. Tanda pangkat Upacara h. Rok panjang n. Saku atas tertutup
c. Dasi ' I. Flui satu rempel 0. Jas warna putih:
d. Papan nama j. Sepatu putih :
e. Tanda Jabatan K. Lencana Korpri
f. Kancing garuda emas I. Kemeja putih

; : 24

(é f 4,08
h'phulqar LM
ey -
Hubap

Onbale. | d,
T T,

OOV 1 940 B o1
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PAKAIAN DINAS UPACARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA

Ll

DENGAN ATRIBUT DAN
HAMIL
a
b
e
d
€
f
g
h
i
Keterangan :

a. Garuda warna emas

b. Topi warna hitam

¢. Tanda pangkat upacara
d."D¥sr” :
e. Papan nama

J. Lencana Korpri
k. Tanda jasa

f. Tanda jabatan.
g. Kancing garuda emas ‘

L

h. Rok
i. Sepatu putih

[

4

r GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Linhtiktos L '
R .
Huluw / .
5. ey o JBUL ARTFIN
e “a @
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LAMPIRAN 11 : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR %9 Tahw 2000
TANGGAL 27 AOWrIRAC 2008

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

e A e

A. MUTZ

i. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi.

Dari Depan

[

>+ Bahan dasar warna khaki

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.
—» Lambang Daerah Provinsi

[ N

. sl

——* Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.

— Lambang Daerah Provinsi

.gia -
1 N

—+ Bisban warna perak ukuraﬁ: 0,50cm ﬂ /-M/n, o7

et vs}‘{n\mm LM
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Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.

— Lambang Daerah Provinsi

W

~

vl

— Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.
—» Lambang Daerah Provinsi

— Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

B. KOPIAH.

DARI DEPAN DARI SAMPING

e

Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C TOPI UPACARA.

oo

Keterangan :

a. Bahan dasar kain warna putih.
b. Lambang Daerah Provinsi.

c. Padi dan kapas dibordir.

d. Pita emas.
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D. TANDA PANGKAT.
1) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

a. Harian.

Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna kuning emas

b. Upacara.

Bahan dasar kain warna putih

Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna kuning emas

E. TANDA JABATAN.

1) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

BENTUK BULAT —* Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45
jari-jari warna kuning emas.

Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam
warna kuning emas.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm




F. LENCANA KORPRI.

G. PAPAN NAMA.

MAKMUR | .,

v

A

8 CM

H. NAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

6 CM

gt
" pgMPROV SUMATERA UM s cm

oM

%\\x\ﬁ‘f l
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I. TANDA PENGENAL.
DEPAN BELAKANG
A
LAMBANG
DAERAH
PROVSU Nama
NIP/NRP
) Jabatan
PEMERINTAH PROVINSI .
SUMATERA UTARA Gol. Darah
Alamat Kantor
SEKRETARIAT DAERAH Dikeluarkan
PROVINSI
8,5 CM
Photo
a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVSU
KEPALA BIRC UMUM,
4x4,5
NAMA JELAS
v
4,5CM

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

[

- UL{RIFIN
Diundangkan dﬁ&%ﬂa S
A i
pada tang wu d"
m i

SEKRETARIS DAERAMF

R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 29
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LAMPIRAN [ll PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR %0 TAIN R00%
TANGGAL R‘? AQ i M’lf}iﬁiﬁ- l‘(:f(/"-f‘

TATA CARA PEMAKAIAN DAN JENIS PAKAIAN DINAS/PAKAIAN SIPIL, PAKAIAN LINMAS,
KORPRI DAN PAKAIAN CIRI KHAS DAERAH BESERTA KELENGKAPAN ATRIBUTNYA

KELENGKAPAN ATRIBUT
NO JENIS SAAT DIPAKAI TUTUP TANDA TANDA LENCANA TANDA PAPAN TANDA LOGO TANDA KET.
PAKAIAN PEMAKAIAN OLEH KEPALA PANGKAT | JABATAN KORPRI JASA NAMA LOKASI PENGENAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. | PAKAIAN
DINAS :
a. HARIAN Dalam melak- Pegawai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai pakai tidak pakai pakai pakai pakai pakai
(PDH). sanakan tugas Non Es,
hari Selasa s/d Es. i
hari Kamis. dan IV.
/Gubernur | pakai peci | pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai tidak pakai
/Wakil atau mutz (tanda tanda jasa
Gubernur pangkat
harian)
Dalam melak-
sanakan tugas <
hari Kamis. Pejabat | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai pakai tidak pakai pakai pakai pakai pakai
Es.IlI
dan yg
\dipersa
1 4 makan
2K
Brrhulesns /M
Ghlowria '
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
b. HARIAN Dalam melak- | - Gubernur | tidak pakai | tidak pakai pakai pakai tidak pakai pakai tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai Waktu
KHUSUS | sanakan tugas Wakil pemakaian
(PDHK) Selasa dan Gubernur pakaian
Rabu. dinas harian
K Pejabat tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai pakai tidak pakai pakai tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai khusus sama
Eselon |, dengan pe-
I danyg makaian
L dipersa PSH.
makan
c. UPACARA | Upacara-upaca | Gubernur/ | pakai (topi pakai pakai pakai pakai pakai tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | Jas, kemeja
(PDU). ra Kenegaraan | Wakil upacara) (tanda bintang warna putih,
(sesuai dengan | Gubernur pangkat tanda jasa celana/rok
undangan) upacara) warna putih,
kaos kaki, se-
patu bertali
semua warna
putih serta
dasi warna
hitam polos.
d. LAPANGAN | Dalam melaksa | Petugas/ sesuai sesuai sesuai pakai sesuai pakai pakai pakai pakai Sesuai keten
(PDL) nakan  tugas | Pegawai ketentuan ketentauan | ketentuan (di bordir | ketentuan | (dibordir tuan yang ber
lapangan sesu- | yg bertu - di baju) warna laku selama
a kerntuan gas kela - hitam) ini. Sepatu
pangan pakai tali ka-
, L 74/,,,01 os kaki dan
j , . ikat pinggang
Pyehudesog warna hitam.

W’?”P-

Rukmf 7‘ ,

f?y‘.“/ pe

d«

ined
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. | PAKAIAN
SIPIL :
a. HARIAN Dalam melak- | ~Gubernur | tidak pakai | tidak pakai pakai pakai tidak pakai pakai tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai Memakai pa-
(PSH). sanakan tugas | | /Wakil kaian PSH
hari Selasa dan | | Gubernur sesuai dgn
hari Rabu. Keppres No.
50 thn 1990.
< Sepatu pakai
tali, kaos kaki
Pegawai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai pakai tidak pakai | pakai tidak pakai | tidak pakai pakai dan ikat ping-
Es.IlI gang warna
\ dan yg hitam.
dipersa-
makan
Menghadiri Pegawai tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | Pakai tidak pakai | pakai tidak pakai | tidak pakai pakai
Rapat di Pusat | Golongan
Jakarta, mela- | IV/a keatas
kukan kunjung- | atau yang
an ke Provinsi | diper-
lain dan diun- | samakan
- ﬁagai
T4 01
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2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
b. RESMI Upacara pelan- | Gubernur/ | tidak pakai | tidak pakai pakai pakai tidak pakai pakai tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | Celana pan-
(PSR). tikan Jabatan | Wakil jang/rok, jas
warna khaki. Gubernur leher berdiri,
lengan pan-
Pegawai tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai pakai tidak pakai pakai tidak pakai | tidak pakai tidak pakai | jang, celana
Es.L Il dan rok dan jas
I yg diper- sama.
samakan
yang
diundang
menghadiri
acara.
Acara tertentu | Gubernur/ | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai pakai tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai
( menghadiri - | Wakil
Upacara yang | Gubernur
bukan upacara
kenegaraan, Pegawai tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai pakai tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai
menerima tamu | Es.l Il dan
-tamu luar nege | Ill yg diper-
ri dan dipakai di | samakan
malam hari) di | yang
luar warna diundang
khaki menghadiri
acara.
c. LENGKAP Gubernur/ | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | Celana pan -
(PSL) ﬁM/ ,(ﬁNakil jang/rok, jas
o Gubernur warna gelap,
& EraVEL kemeja war-
Dinhulgse 1 na putih dan
obpapr - dasi.
Pegawai yg | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai
diundang
menghadiri
acara.
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2 3 . 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
PAKAIAN Dalam menja- | Gubernur Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Pemakaian
LINMAS. lankan  tugas | /MWakil ketentuan ketentuan | ketentuan | ketentuan | ketentuan | ketentuan | ketentuan | ketentuan ketentuan atribut lain |

setiap hari | Gubernur sesuai ke-
Senin. dan semua tentuan yang |
PNS berlaku. 1
PAKAIAN Upacara  hari | Gubernur/ Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Pemakaian
KORPRI besar dan | Wakil ketentuan ketentuan | ketentuan | ketentuan | ketentuan | ketentuan | ketentuan | ketentuan ketentuan atribut  lain
upacara pengi- | Gubernur sesuai ke-
baran Bendera | dan semua tentuan yang
Merah Putih. PNS. berlaku.
PAKAIAN Dalam menja- | Gubernur/ tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai pakai tidak pakai | tidak pakai | tidak pakai
CIRI  HKAS | lankan tugas | Wakil
DAERAH. setiap ,  hari | Gubernur
jumat. > <04, | dan semua
PNS.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

UL'@EIN



